KABOPATEN DAERAIT TINGKAT IT KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KeNDAL

HOMOR 7 TAHUN 1996

TENTANG

SUSUNAN ORGANISAST DAN TATA KERJA DIHAS PERTKANAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT KENDAL.

Menimbang

@]

a.

DENGAH RAHHMAT TUHAW YANG MAHA ESA

BUPATI EKEPALA DAERAH TINGKAT IT KENDAL

bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran
penyelengaraan Femerintahan dan Pembanzunan

1j)

ecara berdava guna dan berhasil guna, khususnya

¢

vang menyangkut bidanz Perikansn di Kabupaten
Daerah Tingkat I1 Hendal, maka Femerintah Kabupa-
ten Daerah Tingkat 11 Kendal telah membentuk
Susunan Organisasl dan Tatakerja Dinaz Perikanan
Kabupaten Dasrah Tinglkat 11 Kendal dengasn FPeratu-
ran  Daerah FKabupaten Dasrah Tingkat II  Kendal
Homor @ 11 Tahun 1580 tentang Susunan Urgsnisesi
dan Tata Herda Dinas Perikanan Kebupaten Dasrah
Tinzkat I1 Kendsal ;

bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Meanteri
Dalam llegeri Homor 6 Tahun 1994 tentsng FPedoman
Organisasi dan Teta Kerja Dinas Perikanan Daerah,
maka Peraturan Daersah terssbut huruf a perlu
ditinjau kembali ;

Lahwa berhubung dengan itu, mska dipandang rperlu
mencabut Peraturan Daerall Kabupaten Daersah Tingz-
kat II EKsndal UHemor : 11 Tahun 1980 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerda Dinas Perikanan

Daerah Kabupaten Daerah Tinglat II Kendal dan

menetapkan ... ..
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11.

12..
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menetapkan kembali Organisasi dan Tatakerda Dinas
Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang

baru dengan Peraturan Dasrah.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben-
tukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahsan di Daerah;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 12974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian:

Undang - undang Nomor € Tahun 1885 tentang Per -

ikansn

Peraturan Pemerintah Homor 32 Tahun 1950 tentang
FPenetapan Mulai Berlskunya Undang-undsng Homor

2,13,14 dan 15 Dari Hal Fembentukean Dasrah -
dasralh  Kabupaten di Jawa Timur sTengslh - Barat

dan Dasrah Istimewa Yogyekarta

Peraturan Pemerintsah Homcr 34 Tahun 1951
tentang Pelsaksanaan Penyerahan Sebaglan Dari
Urusan FPemerintah Pusat Dalam Lspangan Periksanan

Darat Eepada Propinsi Jawa Tengah

Feraturan Pemerintah Homor 18 Tahun 1978 tentang

Farluvasan Kotamadya Dserah Tingkat II Semarang

Peraturan Femerintah Homor & Tahun 1836 tentang

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang
FPenvelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat
Fada Daersh Tingkat 11 3

leputusan Menteri Dalam HNHegeri HNomor 39 Tahun
1992 tentanzg FPedoman Organisasi

M

Dinss Daersah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun
993 tentsng Pola Organisasi Pemerintah Daerah

1
dan Wilayvah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Homor 6 Tahun
1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerda
Dinas Perikanan Daerah ;

13. Instrukst . ....



13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan
Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah
Tingkat ITI.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa-
ten Daersh Tingkat II Kendal.

MEMUTU®SKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

O

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal:
Pemerintah Daerah adalal Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kendal;

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Kendal;

Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah
Tingkat II Kendal; |

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Daerah Tingkat I1 Kendal ;

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelakéana Teknis
Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang
selanjutnya digingkat UPTD ;

Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perikanan Kabnupaten

Daerah Tingkat II Kendal.

(1)

{2)

; BAB 1II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana FPemerintah
Daerah di bidang Perikanan.

Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berada di thawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
Kepala Daerah.

Pasal 3 .....



Pasal 3

Dinas Perikensan mempunyal tugas pokok menyelengzara-
kan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan vang

diberikan oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah
Tingkat I Jawa Tengah di bidsang Periksanan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarskan tugas pokok sebagaimana dimalk
sud pada Pasal 3 P raturan Daerah ini, Dinas Perikanan
mempunyai fungsi

a. Pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan

vang ditetapksn oleh Gubenur Kepala Dasrah Tingkat I
Jawa Tengah

b. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perikanan :

¢. Pelaksanasan pemberian izin dan pembinaan wusaha sesuail
tugasnva ;

d. Pelsksanaan penyuluhan periksanan ;

¢. Pelaksanaan pengamanan teknis sesuai dengan tugasnva ;

£. Pelaksan

naan penelitian dalam bidang perikanan spesifik
Daerah sesual dengan mssslah, kepentingan dan kondis
lingkungan khusuz suatu Daerah:

relaksanaan pengkajian penerapan teknologi anduran di
tingkat usaha tani ;

il

h. Pelaksanaan pengelolaan Unit Pelsksana Teknis Dinas :

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5
Organisasi Dinas Perikanan ditetapkan Pola Maksi-

mal.

Pasal 6

(1) Susunan Urganisasi Dinas Perikanan terdiri dari
a. Kepala Dinas ;
. Sub Bagian Tata Usaha ;
c. Seksi Produkei ;

d. Seksi Penyvuluhan ;
& 36k81 cumber Havati ;
TI. Seksl Usaha Tanislelavan ;
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Szkasi Prasarana

g

. Zabang Dinas ;
Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

(=5

J. Kelowmpok Jabatan Fungsional.

(Z) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 Urusan sedangkan
masing-masing Seksi terdiri dari 4 Sub  Seksi  kecualil
Seksi Penvuluhan vang terdiri dari 2 Sub Seksi.

4

({3) Sub PBagian Tata Usaha Seksi-sekesi, kelompok Jabatan
fungsional sebagaimana terasbut pada ayat (1) Pasal ini
masing-masing dipimpin olesh ssorang Kepala dan pimpinan
/ Ketua Kelompok Jabatan fungsional yang berada di

Y

bawalh dan bertanggung Jjawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana
tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, merupskan

Bac
bagisn vang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi sebazaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan
¥

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tuzas melaksanakan
urusan perencanaan, kepegawalan, keuangan, dan urusan umuam.

Pasal 10
Untuk menyvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
i

pads  Pasal 9§ Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Ussha
mempunyail fungsi

a. penvispan bahan penyusunan rencana, program dan pelapo
ran serts pembinaan organisasi dan tata laksana ;

serta pembinasan organisasi dan tatalaksana;
b. penviapan bahan pengelolaan administrasi kepegawalan;
c. penyiapan bahan pengelolasn administrasi keuangan ;
d. penyviapan .....
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penyiapan banhan PENZUrUSAn rerlengkapan rumah
tanzgs surat menyvurat.

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Urusan Perencanaan ;

b. Urusan Kepegawalian ;

c. Urusan Keuangan ;

ad. Urusgan Unum.

Maging-masing Urusan sebagaimana tersebut pada ayat (1)

Pasal ini, dipimpin oleh seorang kepala yvang berada di

Al

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian

Pasal 12
Urusan Perencanaan mempunyai tugas melaksansakan pengunm-
pulan., analisis dan penvajian data statistik perikanan,
penviapan bahsasn perumusan rencana dan program, penyusu-
nan bahan laporan Dinas Perikanan, serta penviapan
bhahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
Drusan Kepagawaian mempunyai tugas melasksanakan pe

an  bahan rencana kebutuhen dan rengembangan

vali serts pengelolaan Administrasi

11}
i}
jol}
<1

=
pegawal, mutasl pe
Eaw

Uruzan FKeuwangan mempunval tugas melaksanakan penviapan
bahan vrencsana Angsgaran Pendapatan dan Belanja Dinas
Perikanan, pembukuan perhitungan angga aran dsn verifika-

51 serta perbendaharssn

Urusan Umnuwn mempunval tugas melakukan urusan surat
menyurat , urusan rumah tanggs dan perlengkapan.

Bagian Keempat
Seksi Produksi
Pasal 13
Seksi Produksi mempunysi tugas melaksanakan sebaglan

as Dinas Perikanan di bidang pembinaan produksi perikan

Pazal 14 .....
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Pasal 14
Untuk menyelenggzarakan tugas sebagaimana dimaksud
Pas 3 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mem-

melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisa
kebutuhan, bimbingan pengadaan dan pemanfaatan serts
verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana
produksi perikanan;
melaksanaksn inventariecasi, identifikasi rembinsan
pengzembangsan dan pengendalian penangkapan ikan di laut
dan di perairan umum;

me laksanakan inventarisasi., identifikasi, pembinaan
rengembangan dan pengendalian budidaya ikan di laut, air
pavau dan air tawar

melaksanskan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan
serta bimbingan penerapan pola produksi perikanan

Pasal 15

eksl Produksi terdiri dari :

UJ

a. Sub Seksi Sarana Produksi

b. Sub Seksi Budidava
c. Sub Seksi Penangkapan ;
d. Bub Seksi Pengembangan Produksi.

Haging-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud

o
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(1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala vang
di  bhawah dan bertangzung jawalb Lkepada Kepa

0
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Produlksi.

Pasal 16
Suk 2ekesil Sarana Produksi mempunyal tugas melakukan
inventarisasi, ldcntltilas dan analisisg kebutuhan,

bimbingan pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi
serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu

saransa produksi perikanan.
Sub  Seksi Budidayva mempunyai tugas melakukan invents

risasi, identifikasi, pengembangan dan pengendalian

budi daya ikan laut, air pavau dan air tawar, serta

bimbingan .....



bimbingan penerapan teknologi anjuran di bidang budi-

enangkapan mempunyval tugas melakukan inven-—

tarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan serta

pengendalian penangkapan ikan di  laut dan perairan

amum, serta bimbingan penerapan teknologi anjuran di
bidang penangkapan ikan.

(4) Sub Seksi Pengembangan Produksi mempunyal Tuzas

melakukan inventarisasi. identifikasi dan penvusunan
pola  pengembangan prosuksi perikanan serta bimbingan
pensrapannya.

Bagian Kelima
Seksi Penyuluhan
Pasal 17

si Fenyuluhan memnpunyai Tugas me laksanakan
sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang penvuluhan perikan

Pasal 18

Untulr menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
Fasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyal

fungsi

i}
i

a. melakeanakan penviapan dan pelsksanaan program, metoda
dan sistem kerda penyuluhan serta rekayasa soslal dan
skonomi 3

b. melaksanakan perencanaan, pendayvagunasn dan bimbingan
ketenagasan penyvuluhan ;

@)

melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan
petanl nelavan ;

1. melsksanskan perencanaan dan pengadaan, pengelolaan dan
bimbingan pendavagunasn sarana penyuluhan

110

melaksanakan perencansan, pengadaan, pengelolaan dan
simbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasgal 19

(1} Seksi Penvuluhan terdiri dari

Sub Seksi Tata Penyuluhan

g_p

. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Zarana.

{2y Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud avat (1)
Pasal ini dipimpin oleh ssorang Kepala yang herada di

bawah .....
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bawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Seksi  Penyu-

luhan.

Pasal 20

i

Sekzi Tata Fenyuluhan mempuny tugas  memnberilan

Sulb al
pelayvanan teinis dan administrasi kepada para penvuluh
perikanar dalam  penyvusunan  dan  pelsaksanasn  program
renvuluhian, pensrapan metode dan sistem keria  penvuluh
a2y

i idantifikasi faktor penentu. rekavasa sosial  dan

=

ifi
zkonomi, pelaksanaan penvaluhan dan  bimbingan serta

supsrvisi pelak

rl’.l

sanaan penvuluhsan.

Sub Seksi  Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai
tugas menvusun rencana kebutuhan dan mendayvagunakan
tenags penvuluh, mersncanakan, mengadakan dan mengelola
garana penyvuluhsan, memperbanyak dan menyebarkan materi
penvuluhar serta memberikan palavanan teknis dan

adminiatrasi kz2pada para penyululh delam pembinaan  dan

an kelsmbsagaan tanl, renvalengsarssn kursus -

[}

ln

burzus tani, pengzunissn sarans pesnvuluhan dan perumusan

perta penviaran materi penvuluhan.

Bagian Keenam
Seksi Sumber Hayati
Pasal 21

sekeli  Sumber Hayvati wmempunval tugas welakoanagan

paglan  tuzasg Uinaas Ferikanan di bidang pembinsarn  sumber

o

ratl perlianas.

Untuk wmenvelenggarslan tugas sebagaimana  dimaksud

ra
Fzsal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Sumber Havati mempu

nvali fungsi:

mslaksanakan inventarisasi., identifikasi asnalisis perhi-
tungan  dan pemetaan potensi budidava ikan di perairan
umuam. sungal, waduk, rawa dan genangan air lainnva ssrta
perhitungsn dan pemetaan potenai lahan budidaya.

melakzanakan penyusunan petundul operasional rpengawasan

*

penangiapan 1kan, memantauw, mengevsluasl dan memberikan
bimbingean pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan.
melaksanaksn bimbingan slokasi dan pengendalian peman-
faatan gumbker dava ikan di air tawar, air pavau dan
laut ;
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melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan
sperasional perlindungan sumberdava ikan dan lingkungan-
nva vang meliputi pencegahan, maka pemberantasan hama
penvakit, konservasi, serta rehabilitasi sgmberdaya ikan
kritieg dan langka serta pencegahan dan penanggulangan

rencemaran peraliran,
Pasal 23

Z2eksi Sumber Hayvati terdiri dari

a. Sub Seksi Identifikasi Sumberdayva Ikan :

b. Zuk 3eksi Pensgzawasan Penangkapan lkan ;

c. Sub Seksi Perlindungan Sumberdaya Ikan dan ling -
kungan

d. Sub Seksi Pengendalian RBudidava Ikan.

Masing-masing Sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat

(1) Pasal ini dipimpin oleh ssorang Kepala vang berada

d4i bawah dan bertanzgzung Jawab kepada Kepala Seksi

Pasal 24

Sub Seksi Identifikasi Sumberdava Ikan mempunyval tugas
melakukan inventariszsi, identifikasi dan analisis
serta perhitungan dan pemetaan potensi budi dayva ikan
di perairan umum, danau. sungai. waduk. rawa dan genang
an air lainnva s=2rta perhitunsgzan dan pemetaan potensi
lahan budidaya.

Sub Seksil Pengawasan Penanskapan Ikan mempunyail tugas
menyusun petunjuk onparasional pengawasan penangkapan
ikan. pengawazan penangkapan ikan di laut dan di perair
an umuam.

oub Sekesi Perlindungan Sumberdayva Ikan dan  Lingkungan
mempunyal tugas melakssnakan inventsarisasi, identifika-
zi  dan bimbingan opsrasional perlindungzan  sumberdaya

ikan dan  lingkungan vang meliputi  pencegahan serta
pemberantasan hama penyakit, keonservazi dan rehabilita-
31 sumber dava ikan kritis serta langka serta pencegah
an dan psnanggulanzan pencemaran perairan.

July Sekeai Pengendalian Budidava Ikan mempunyval tugas

melakukan bimbingan alokasi dan prengendalian pemanfaat
an sumberdaya ikan di air tawar, pavau dan laut.
Bagian .....
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FPasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Usa
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Bagian Ketujuh
Seksi Usaha Tani/Nelayan
Pasal 206

cekesi Usaha TanisNelayan mempunyvail tu

agian tugas Dinas Perikanan di bidang

5
tani/nelavan.

1Zzas melaksanakan

pembinaan usaha

Untuk menyelenggarakan tugas sebazaimana dimaksud

mempunyai fungsi

~~
[
Nt

melaksanakan analisis usaha Petani/NHelavan.

ha Tani/ HNelavan

bimbingan

permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikansan ;

melaksanakan pelavanan dan pengawasan

rerikanan  vang meliputi pelavanan informasi perizinan
r

prosedur dan tata cara permohonan 1%

rerizinan usaha

2
in usaha serta

pemantausan pelaksanasn 1zin_usaha rerikanan ;

melakzanakan bimbing
an hasil perikanan,

meliputl produk, tenaga, sarasna, prosedur dan metode

renzgudian

embinaan dan pengawasan mutu  van;

1 teknolozi penanzanan dan pengolah

I

o

melaksanakan bimbingan dan pengembangan pemssaran hasil

perikanan vang meliputi

penyebaran informasi pa

untulk pemasaran di dalam msupun di luar

Pasal 27

)
1

ekal Usaha Tani/Nelayan terdiri dari
a. Sub Sekei Pembinaan Usaha :
b. Sub Beksi Perijinan Usaha ;
<. Sub 2eksi Peng

d. Sub Zeksi Pemasaran.

analisis passar,

r serta promosi ha

pemantauvan  dan
51l perikanan

negeri

olahan dan Pembinaan Mutu

Masing-masing Sub Seksi sebagaimana terssbut pada ayat

(1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala vang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi

—

[ﬁ

Jzaha Tani/ Helavan.

Pasal 28

Pembinaan Usaha mempunvail
ugaha FPetanis/lNelavan,

o O Y i O PO
Sub oeksl

snaliszis

tugas melalkukan

bimbingan permodalan,

rengelolaan dan kerjasama usaha perikanan.

{2y BUbL «....
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(2 Zub Seksi Perizinan Usaha mempunvail tugas melakukan

X

palavanan dan pengawasan perizinan usaha perikanan vang

meliputi pelavanan informasi perizinan., prozedur dan

ct
0

at

permohonan izin usaha serta pemantauan pelak-

i
i
k3
[0

anaan izin

u.

saha perikanan.

(o1

Sul Selksi Pengolashan dsn Pembinsan Mutu mempunval tugas
melakukan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan
hasil perikanan, pembinasn dan pengawasan mutu meliputi

produlk,  tenag sarana. prosedur dan metods  pengujian

(el‘

serts unit pclgalaran hasil perikanan.

idy Yub Seksi Pemasaran mempunyal tugas melakukan bimbingan

dan  penzembanzan  pemasaran hasil perikanan meliputi

analisis paszar. pemantauan dan  penvebaran informasi
rasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran  di
dalam maupun di luar negeri.

Bagian Kedelapan
Seksi Prasarana
Pasal 29

Sekei FPrasarans mempunyal tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan prasarana perikan
an dan pemukivan Nelayvan/Petani Ikan.

Pasal 30

Untuk menvelenggarakan tugas sebazgaimana  dimaksud

Passl 29 Peraturan Daesrash ini, Seksi Prasaransa mempunvai

., melaksanakan inventariszasi. identifikasi perancanzan dan
skala pricoritas pembangunan, pengembangan dan  rehabi-
litasi prazarana penangkapan ikean dan sarana kelengkap
annva serta bimbingan dan pengawasan pelaksanaannva

b. melaksanakan perumusan, pengembangan dan pcmblnaan pola
tats opesrasional dan tataslaksana serta Jasa pengussh

m

188
pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan

. melasksanakan inventarisasi, 1dentifiksasi dan perancangan
pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi  prasarana
btudidaya serta kelengkapsnnva dan merumuskan pola tata-

lakkzana pengselolaannva ;

d. melsksanakan inventarisasi, i1dentifikasi dan penyusunan
rancangan pembangunan, pengembangan  dan rehabilitasi

o 1g2a
serta pemblinaan pemukiman Helsvan/Petani Ikan dan  ling-

kungannya.
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Pasal 31

Seksl Prassrana terdiri dari

a. Sub Sekeil Prasarana Penangkapan ;
b, Sub S2eks

<. Sub Seks

i

1 Tata Opsrasional PPI
i Prasarsna Budidava ;

i

d. Sub Zeksi Lingkungan Femukiman Nelavan- Petani lkan.

Hazing-masing Sub Sekszil sebazaimana tarsebut pada  avat
t1Y Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala vang berada
di bawalhh  dan bertanggunz jawab kepada Kepala Seksi

Eressarana.
Pasal 32
cub Zeksi Prasarana Penangkapan mempunval tugas melsalku

i, idsntifikasi. menviapkan rancanzan

i
dan  skala priori

tas  pembangunan, Dpenfenihangan dan
vehabilitasi  prasaransa ra2nangianan ilkan dan sarana

bul Zekzil Tata Opsrasional Pansgkalsn Pendarstan  Ikan
mempunyal  tugas msrumuskan, membina dan mengembangkan
rola tata cperasicnal dan tatalakesane serta Jasa pengu-
sahaan pasngkalan pendarstan ikan.

Sub Seksi Prasarana Budidava mempunyal tugas melakukan
inventarisasi, 1dentifikasl serta menyusun rancangan
pembarnzunan, pengembangan  dan  rehabilitasi  grasarana
budil  dayva dan sarana kelengkavannyz, z3rta  marunuskan

petunduk tehniz pengelolaanrnya.

Zul 2=2ksi Lingkungan  FPemukiman Nelavan / Fetani Tkan
mempunyal  tugas melakukan inventarisazsi, identifikasi
£1Ta  meEnyvusun rancangan pembangunan dan  rehabilitssi
gerta  pembinaan  pemukimsn Nelayan / Petani Ikan dan
lingkungannva.

Bagian Kesempilan
Cabang Dinas
Pasal 33

Cabang Dinss merupakan unsur pelaksana Dinas Ferikanan

o

vang mempunival i

-]

avah keria meliputl satu atau bebera-
i

pa Kecamatan dalam wilavalh Daersah.

(2) Cabang .....



(2 Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) Pasal
C\

ini. dipimpin oleh seorasng Kepala Cabang vang herada di
ad

5
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepelsa Dinas.

Pasal 34
Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada Fasal 33

Peraturan Dasrah ini, dibentuk berdasarkan kriteria yang
skan ditetapkan oleh Menteri Dalam HNegeri.

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 35

(1) UPTD mempunval kedudukan scebagal unsur pelaksana teknis
Uperasional Dinas Perikansan.

O

(2 UPTD se
olah  seor
gung Jjawab kepada Kepala Dina

b

l’ll

imana dimaksud avat (1) Pasal ini., dipimpin
niz Kepala vang berada di bawah dan  bertans-

ﬂ’d.
w

1:_]\

Pasal 36
UPTD  sesbagaimana tersebut pada Pasal 35 sraturan
dibentuk berdasarkan kriteria vang akan dite-

Tlaerah ini,
i

1 3
tapkan oleh Menteri Dalam Neg-rl

(l

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37
(13 Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas FPsrikan
an mempunval tugas melalukan kezgiatan teknils perikanan

di bidang keahlisn mazing-masing.

(2 Kelompolk Jabatan Fungsional sebagaimana dimsksud pada
syat (1) Pasal ini, dipimpin clzh secrang ceJabat

4
"J

fungzionsl senior sslaku ketua kelompok yvang berada  di
bawah dan bertanggung Jawabh kepada Kepals Dinas

Pasal 38

ri’
‘o3

(17 Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam  Sub-sub

Kelompol sesuail denzgzan  kebutuhan dan masing-masing
dipimpin oleh Tenazga Fungsional Senior.
{2y Jumlah .....

14



(2) Jumleah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat,
Jenis dan beban kerja yang ada.

(3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsicnal dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

BAB IV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 39

Kepala Dinas. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala
Zeksi, EKepala Urusan dan Kepala Sub Szksi serta pedabat
lainnya diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwe-
nang berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berla-
ku.

Pagal 40

Jenjang Jabatan dan kepsngkatan serta susunan kepe-
gawalan diatur kemudian hari sesual dengan peraturan
perundang - undangan vang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnva. Kepala Dinas dan para
rimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perikanan,
Cabang Dinag serta UPTD wajib menerapkan prinsip koordina-
si, integrasi dan sinkronisasi baik dalam linzgkungan masing
-masing maupun antar satuan organisasi lain sesual dengan

Ng.

fay
e

tugas pokok masing-masir

Pasal 42
(1) Kepala Dinas , mslaksanakan tusgasnyva berdasarkan kebi-
Jakzanaan vang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(2' Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina,
membimbing dan mengawazi pekerjasan unsur-unsur pemban-
tu dan pelaksana vang bherada dalam lingkungan Dinas
Perikanan.

Pasal 43
(17 Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan
Dinas Perikanan bertanggung jawab memimpin dan meng-

koordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan

bimbingan .....

E R



simbingan serta petunjuk - petunjuk bagi pelaksanaan
tuzas bagil bawahan.

(2} Eetiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
matuhi petuniuk-petuniuk dan bertanggung Jawab kepada

atasan masing-mesing serta menyvampailkan laporan  tepat
pada waktunva.

,.
(%]
e

Setiap laporan vang diterima pimpinan satuan organisasi
waliib diolah dan dipergunakan sebagal bahan penvusunarn
laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petuniuk
kepada bawashannmys.

Pasal 44

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala ©Seksl
pada Dinas Perikanan menvampaikan laporan kepada Kepale
Dinas dan Kepala Sulb Eagian Tats Uszaha menvusun laporan
berkala Dinasg Perikanan,

(7y Kepala Dinas mengirim laporan berkala zebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada Bupati Kepala

Dazrah.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 45

Hal-hal vansg belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,

skan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah azepan-
jansg mengenal pelaksanasnnysa
Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Dasrah ini, maka

FPeraturan Daersh Kabupaten Dasral Tingksat II Eendal Nomor

11 Tzhun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatskerja

Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendsl dicabut
dab dinvatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
EETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulsi bkerlshku pada tanggal di-
undanzgian.



Agar supava setiap orang dspat mengetahuinya meme-
rintahkan pengundangan Feraturan Daerah ini dengan penem-
patannya Jdalem Lembaran Daersh Kabupaten Deersh Tingksat I
Kendsal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 29 Juli 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAIL  BUPATT. KEPALA DAERAH
M DAERAH TINGKAT 11  TINGKAT II KENDAL

e, \ KENDAL

X/ o
N f v p b

\
o /
- S HKADI. SOEHOJO HADIWINOYTO, G.H.



PENJELAGAN
ATAD
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 1996
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagaimana kita ketahul bersama bahwa penvelengsgaraan
otonomi  Dasrah dititikberatksasn pada Daerah Tingkat II, hal
ini tercermin pada Pasal 11 Undang-undang Homor 5 Tahun 1974

J

tentang  Polkok-pokolk Pemerintahan Di o Daerah o Peraturan

]

zmerintah Homor 42 Tahun 1282 tentang Penyelengsgaraan Utono-
mi Daerah dengan Titik Berat pada Daersh Tingkat I1.

Guna mengantisipasi hal tersebut perlu kesiapan Pemerintah
Daeralh Tingkat I1 vang menvangkut kelembagaan, kepegawalan

dan ketstalaksanaan.

—

rengan demilian diharapkan bahwa dengan kslembagaan, kepeg-

o
o]

& an  dan ketatalaksanaan vang tertata lebih baik, akan
dapat meningkatkan kemampuan dasrah untuk lebih meningksatkan
kemamnpuan  kwalitas  Sumber Dava Manusia  termasuk  Aparvatur
Daerah Tingksat II.

Dinaz Ferikanan yvang memspunval tusgas menyelenggaralkan
urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan vang diberi-

kan olsh Pemerintah dan atau FPemerintah Dasrah Tingkat I di

e

bidanz Periksnan, mengingat perkembanzgan tugas-tugas sekarang
dan masa vang akan datang semakin besar dan berat, dipandang
perlu untuk ditata kembali.

Zebhagail tindak lanjut hal tersebut di  atas, maka
Henteri Dalam HNegeri telah menerbitkan Keputusan Menteri
Dalam  Hegesri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi
dan Tata EKerda Dinas Perikanan Dasrah yang ditindalklanduti
dsnzan  surat  Gukbernur Kepala Dasrah Tingkat I Jawa Tensgah

Nomor 081718268 tangzsl 11 Agustus 1995 perihal Feningkatan

18



Fola Organisasi Dinas Daerah Tingks IT. maka Peraturan
Daerah Kabupsaten Daerah Tingkat II EKendal Nomor 11 Tshun 1580

ent

IY\

117 cusunan  Organisasi dan Tatakerja Dinas Peri ranan

W l

i
Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tidak berlaku lagi dan
perlu dicabut, ssrta menetapkan susunan organisasi dan tata
kerja  Dinzs Perikanan Kabupaten Dasrah Tingkat II Kendal
n

dengsn pols makzimal berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam

Hegeri Homor 68 Tahun 1994,

Denzan  Jdasar pertimbangan hal tersebut di  atas,
mergingat dalam Pasal 43 avat (2) Undang-undang MNomocr &

{5 A

Tehun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Dasrah, bahwa

Fembentukan Susunan OUrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

i
-
ot
et
t
o

e
e
e
W
o
[o)
40
i

¢}

i
—
2 e
[e8
5
;p

aturan Daersh sesuai dengan pedoman vang
ditetapkan oleh Henter:i Dalam Hegeri, mska dipandang perlu

untuk menetapkan Susunan Organisasi dan  Tata KEerja Dinas

Perikanan Kabupaten Dasrah Tingkat II Kendal dengan FPeraturan

Daera

IT. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

T
£3
1551
i
=
b

Cukup jelas.

Fasal o Cukup delas.
Pasal 3 D Yang dimaksud Perikanan adalsh

semua kegiatan wvang berhubungan
dengan pengeselolaan dan pemanfast-

an sumbe
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Cukup js

Csll

LS

w0

m in

e
€y

Tt
I8}
I
a
$ed

i
1
1A
& : Cukup Jdelas.
cukup Jjel
il

U o Cukup Je

o)
3_\'1
0]
it}
}_J
]

Tang dimaksud pslaksanaan uruzan
rerencanaan adalah menvelenggsra-
lan proges penyvusunan dan penva -
Jisn rencans kegiatsn Dinas Per -
ikanan meliputi rencana Ieg atan
Zub Bagian Tata Usahsa, zsi -
zekai, ke lumPOk Jalbatan fungsional
gian dari kesatuan

Fasal 10 Cukup delas.
Pazal 11 : Cukup jelas
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huruf b : Perairan umum sebagaimana dimal-
sud pazal ini adalsh : Perairan
vang digunakan untuk kepentingan
umum  dan tidak  dikuasail oleh
percrangan.
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ZAGAN SUSUMAN ORGANISASI

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten ODaerah Tingkat I\
DIMAT PERIXAMAN KABUPATEN DAERAH Kendal MNomor 7 Tahun 1994 Tentang Susunan
TINGKAT 11 XEMDAL Orcanisasi dan Tata Kerja Oinas Perikanan
Kabupatan Daerah Tingkat II Xendal.
!
KEPALA DINaS
‘ SUB BAGIAN
i TATA UsaHA
} 5
I | I 1
URUSAN URUSAN URUSAH URUSAHN
PERENCANAANM XEPEGARAIAN KEUANGAN l UHdUH
1 I L 1 ]
KELOHMPOK JABATAN SEKSI SEXSI SEKSI SEKSI SEKSI
FUNGSIONAL PRODUKSI PENYULUHAN SUMBER HAYATI SAHA TANI/MELAYAHN PRASARANA
1] R ] Bl - ] ]
SUB SEXSI SARa SUB SEKSI TA- SUB SEXSI IDEN SUB SEXSI PEM- SUB SEKSI PRAS.
MNA PROBUKSI. TA PENYULUHAN SUMBERD. IKAM SIMAAN USAHA PENANGXAPAN
SUB SEXSI | [SUB SEKSI KELB SUB SEKSI AWAS SUB SEXSI PER- SUB SEKSI TATA
- BUDIDAYA TEMAGA & SRA. PEMGKPN. IXAM IJINAN UzaBba LSEERASONL. PPI.
SUB SEKSI PE- SUB SEKSI PENG SUB SEXSI OLAH SUB SEKST PRAS.
—1 MAMGKAPAN. BUDIDAYA IKAN & PEMB. HUTU BUDIDAYA
SUB SEXSI PE- SUB SEXSI PERL SUB SEKSI SUB SEXSI LING.
—— NGEMB.PRCDOUKSI —1SDI. & LINGK. —— PEMASARAN — 1 MAS.NEL/TN IXN
Py ‘(
DEUAN. PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ! UPTD LA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL '
1 R/ T 3 K \ 6L\
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